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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
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Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, tempat / tanggal lahir, Bantaeng, 21 Januari 1989,
NIK. 9171016101870010, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
TK2D Disnaker Kutim, tempat tinggal di Jalan Bumi Etam, No. N
106 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten
Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arianto,
S.H., M.H. dan Arsanti Handayani, S.H. Advokat-Konsultan
Hukum pada Arianto, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di
JI.Yos.Sudarso,lll Gg Damai 3 RT,07/RW.02.Kelurahan Teluk
Lingga Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta
dengan Nomor 19/SK/2019 tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya
disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, tempat / tanggal lahir, Balikpapan, 25 Mei 1988,
agama lIslam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat
tinggal di Jalan Sulawesi 3, RT.025, No. 47, Desa Sangatta Utara,
Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya
disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17
September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sangatta Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Sgta tanggal 17 September 2019, telah
mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 13 Mei 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi
Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0083/07/V/2016,
tanggal 13 Juni 2016.

2. Bahwa, sebelum akad nikah berstatus janda cerai, dan tergugat berstatus
jejaka.

3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua
penggugat di Kabupaten Bantaeng selama 1 bulan, kemudian pengugat
dengan tergugat pindah ke Kota Sangatta sesuai alamat tergugat tersebut
diatas selama 3 tahun.

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak
bernama Rasya Putra Mubarok bin Evit Goris, umur 3 tahun, saat ini diasuh
oleh penggugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis
namun sejak November 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

a. Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada penggugat, sejak bulan
Mei 2017 hingga sekarang.

b. Tergugat memarahi penggugat saat penggugat melihat isi handphone
milik tergugat, entah apa yang ada didalam handphone milik tergugat
tersebut sampai tergugat begitu marahnya kepada penggugat, sampai
penggugat diusir keluar dari rumah waktu itu, dan sebelum diusir

penggugat sempat dicekik dileher oleh tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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6. Bahwa, Januari 2019 penggugat pergi dari rumah kediaman bersama,
karena sebelumnya tergugat tidak pernah ada dirumah, akibatnya sejak
bulan Januari 2019 antara penggugat dengan tergugat pisah rumah hingga
sekarang.

7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan
penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat
sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi
penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan
Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan
dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat
(Penggugat).

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan yang
berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dengan
surat panggilan yang telah disampaikan dengan resmi dan patut, Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang meskipun
kepadanya sudah dipanggil sesuai relas panggilan tanggal 23 September 2019
dan tanggal 2 Oktober 2019;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai
suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Gugatan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/07/V/2016 tanggal 13 Mei 2016
yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng(bukti P);

B. Bukti Saksi

1. Vonny Dwi Yanti binti Purwanto, saksi tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Sangatta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun lagi
karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena
Tergugat ditahan akibat penikaman orang lain;

- Bahwa setelah menjadi tahanan kota Tergugat tidak juga kembali
menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk

Penggugat;
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- Bahwa sejak awal tahun 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah
rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat
sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Tiara binti Joni, saksi tersebut memberikan keterangan  dibawah
sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat
adalah teman saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Sangatta;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu sudah tidak rukun lagi
karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena
Tergugat ditahan akibat penikaman orang lain;

- Bahwa setelah menjadi tahanan kota Tergugat tidak juga kembali
menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa sejak awal tahun 2019 tersebut Penggugat dan Tergugat pisah
rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat
sekarang ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka segala yang tertuang dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
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Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi
yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon

putusan;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk
memohon agar dijatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan
Agama Sangatta untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan surat
panggilan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan panggilan tersebut
disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta dengan
tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua dan
tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena
alamat Tergugat tidak diketahui, maka dengan demikian panggilan tersebut
telah memenuhi syarat formiil dan materiil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah
dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa
gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibakan para pihak menempuh proses mediasi
tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan
keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Arianto, S.H.,
M.H. dan Arsanti Handayani, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini
dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai
hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan
kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2019 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 19/SK/2019 tanggal 1
oktober 2019;

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Arianto, S.H., M.H. yang
berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Arsanti Handayani, S.H.
yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur atas nama Arianto, S.H.;

5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jakarta
atas nama Arsanti Handayani, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat
(1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang
bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka
persidangan mewakili pihak-pihak yang beperkara tersebut dengan membuat
surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang
dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur
tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut
secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut
kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan
menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur
ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan
surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi
ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan

tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan

7
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pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang
sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan
sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat
kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan
dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk
bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang
menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan
mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan
keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang
diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai
berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat
dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6
Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71
angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Arianto, S.H., M.H.
dan Arsanti Handayani, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum
Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;
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Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim
tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat.
Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar rukun dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 Undang-
Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Rl Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka Mejelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi
sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara
orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Rl Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sangatta untuk
memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat
diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan
sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai
dalam tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya
tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh
karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan
tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1)
R.Bg. Jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg.,
dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

tidak datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat didengar
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jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan

tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi

Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan

keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang

berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi
Penggugat di persidangan, yang mana dari bukti surat dan keterangan para
saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil Gugatan
Penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai
bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan
setelah memperhatikan surat Gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat,
bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, telah
ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang sah, menikah pada tanggal 13 Mei 2016;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi, karena sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa benar sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah kumpul bersama
lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa membubarkan sebuah rumah tangga di mana
suami isteri sudah tidak ada lagi hubungan harmonis dalam membina rumah
tangga, dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
diperparah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memperdulikan

Penggugat dan anaknya adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya;
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Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama
dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama 10 bulan, sudah
merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak
mungkin suami isteri berpisah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya
perselisihan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam
rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Ar-rum ayat
21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut ( Penggugat dan Tergugat)
tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah
suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut
di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya
ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari
orang terdekat dari Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan sudah
tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan
pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata
Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis
Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di
atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan
suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan

tidak dapat didamaikan lagi;
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Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo dapat diterapkan dalil
fighiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid Il, halaman 405,
yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

A Y allh g8 caa ald fralicall alSa (e aSla ) 20 e

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif
atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang
demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang
bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan;

Nrady opal
Artinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan
madharat.
Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak,
sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan
mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk
anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dapat juga diterapkan dalil
syar'i tercantum dalam Kitab Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Lo s Laglia) a3 pind) ol g3 dae g Unluas¥ Lay L 7 930 el A g 300 i) 03
08 Jasy pdll b 1)) Al dilh LSl gl diag G Ll e qllad o
Lagin 3kl
Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan

kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi
untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk
memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu
hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan

dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;
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dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah
dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil
Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat
agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah
beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka
Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar
sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
penggugat (Penggugat);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019
Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sapar 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad
Asy Syafi’i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta
Adi Martha Putera, S.H.l. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh
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Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi’i, S.Ag.
Hakim-hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. Adi Martha Putera, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 1.200.000,-
4.  PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.316.000,-
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